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BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk'melaksanakari .ketentuan Pasal 3 Huruf c
#Pefaturan. Menteri Kelantan... Dan Perikanan Republik1
"IidoritsiaNomer PER.$T:IMEN/2009 tentang Pefidaftaran
«dan:'Perandaarr:Kapal Perikahan, perlu mengaturMerigehai!

A

a

pendaftaran, "deh penandaatit
Kapal Perikanan:Wilayah

KabupatenRokan Hilir: #: x 3 '

b. bahwa berdisarkan Pertimbangar'-Sebagaimang dimaksud ,
dalam Huruf a, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang

2
Pendaftaran dan Penandaan Kapai Perikanany

"tea"Se eh

Menimbang : 1.. Undang-Undang Nomor 53 "Fahun 1999 ' tentang
'

: Pembentukan Kabupaten .Pelalawan, Kabupaten Siak,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabitpaten Rokan Hulu, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan 'Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia: Tahun: 1999 Nomor
181, Tambahan Lembaran Negara -Republik Indonesia
Nomor 3902) sebagaimana- telah diubah: Heberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 fahun 2008,.
tentang Perubahan KetigaAtas Undz n2-Undarig, Nomor 53
tahun 1999 (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia"Tahun '

2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880),

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan -

(Lembaran Negara RepublikIndoriesia tahun 2004 Nomor

(1185,“Tatabaman Lembfifan Negara Republik, Indonesia”. .

Nomor 4433) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang. - KS
Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik ng
Indonesia tahun 2009 ,Namor 154, Tambahan Lembaran .

Negara Indonesia Nomor 5073),
3. Undang-Undang. Nomor 32 Tahun 2004."tentang, s

Pemerintahan Daerah (Lembaran. Negara Republik:
Indonesia Tahun 2004 Nomer. 129Tambahan Lembaran
Nggara Republik IndonesiaNoriior 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
“IndangNormior 12 Tahun 2008.teritang PerubahanKedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004-- tentarig.
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lernbaran.
NegaraRepublik Indonesia Ndhior 4844), KaBA £
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
64,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4849),

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang
Pengesahan Agreemen For The Implementation Of The Sea Of
10 Decembe 1982 relation To The Conseruation and
Managemen Of Straddling Fish Stock and Highlij Migratory
Fish Stocks (Persetujuan Pelaksanan Ketentuan-Ketentuan
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut
Tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan dengan
Konservasi dan Pengolahan Sediaan Ikan yang Beruaya
Terbatas dan Sedia Ikan yang Beruaya Jauh) (Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 5024):

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor Per. 27/MEN/2009 tentang Pendaftaran
dan Penandaan Kapal Perikanan:

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahuh
2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir
(bembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007
Nomor' 10),
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IMEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN DAN
PENANDAAN KAPAL PERIKANAN:

BAB I 8
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1 3

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :“
1.

2.

3.

10.

Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hilir.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten
Rokan Hilir.
Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir,
Pendaftaran Kapal Perikanan adalah Kegiatan Pencatatan Kapal Perikanan
yang dimuat dalam buku Kapal Perikanan.

4.

Penandaan Kapal Perikanan adalah kegiatan untuk memberi tanda atau
notasi Kapal Perikanan.

Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada
kegiatan penangkapan ikan.

Orang atau badan hukum adalah orang atau badan hukum yang melakukan
Usaha perikanan tangkap. .

7.

Kapal perikanan adalah Kapal, perahu, atau alat apung lain yang
dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi
penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan
ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi perikanan.
Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakanuntuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan

8.

dan/atau mengawetkan.
Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan
untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan,
mendinginkan, dan/atau mengawetkan.
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11. Gross Tonnage, yang selanjutnya disingkat GT, adalah tonnase kotor kapal
yang merupakan hasil perhitungan ukuran dan kemampuan daya angkut
kapal yang wajib dimiliki berada diatas kapal.

12.Buku Kapal perikanan adalah buku yang memuat informasi hasil
pendaftaran kapal perikanan yang berisi data kapal perikanan dan identitas
pemilik serta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap fisik dan
dokumen kapal perikanan.

:

13.Buku induk Kapal perikanan adalah yang memuat informasi kapal
perikanan yang telah didaftarkan.

14. Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin
tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha
perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam
izin tersebut.

|

15. Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin
tertulis yang harus memiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan
penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
SIUP.

16. Surat izin Kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI adalah
izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukari
pengangkutan ikan.

17. Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia adalah Wilayah
Perairan yang meliputi perairan Laut Indonesia, Sungai, Danau, Waduk,
Rawa dan genangan air lainnya didalam wilayah negara Republik Indonesia,
dan Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI).

18. Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona :
Ekonomi Eklusif Indonesia, Laut territorial Indonesia, Perairan Kepulauan
Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.

BAB II
KEWAJIBAN PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN

Pasal 2

Kapal perikanan milik orang atau badan hukum Indonesia yang dioperasikan
untuk kegiatan usaha perikanan tangkap di Wilayah pengelolaan perikanan
Kabupaten Rokan Hilir wajib didaftarkan dalam buku kapal perikanan. .

BAB III
KEWENANGAN PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN

Pasal 3

Dalam rangka kegiatan pendaftaran kapal perikanan, Bupati Memberikan
Kewenangan kepada Kepala Dinas untuk melakukan pendaftaran Kapal
perikanan di perairan Kabupaten Rokan hilir dengan Ukuran 5 GT sampai
dengan 10 GT. hi

BAB IV
PERSYARATAN PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN

Pasal 4

(1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal
perikanan berbendera Indonesia di Wilayah Perairan Rokan Hilir berukuran
5 sampai dengan 10 GT wajib melakukan pendaftaran kapal perikanan
dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas
dengan melampirkan :
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. Fotokopi SIUP,

.Fotokopi bukti Kepimilikan Kapal (grosse akte) dan/atau perubahan
perubahannyan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang,
dengan menunjukan aslinya,

c. Fotokopi KTP pemilik Kapal/penanggung jawab perusahaan yang telah
disahkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan grosse akte,
dengan menunjukkan aslinya

d. Fotokopi Surat ukur kapal,
e. Fotokopi Surat laut atau pas tahunan yang disahkan oleh pejabat yang

berwenang:
f. Permohonan pemeriksaan fisik Kapal penangkap ikan, alat penangkapan
ikan, dan/atau Kapal pengangkut ikan,

g. Surat pernyataan tertulis dari pemohon yang menyatakan bertanggung
jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

(2) Setiap orang atau badan Hukum Indonesia yang akan mengoperasikan
Kapal perikanan berbendera Indonesia di Wilayah pengelolaan perikanan
Provinsi Riau yang telah memiliki SIPI dan/ atau SIKPI wajib mengajukan
permohonan pendaftaran kapal perikanan kepada Bupati melalui Kepala
Dinas dengan melampirkan :

a. Fotokopi SIUP,SIPI, dan/atau SIKPI,
b. Fotokopi bukti kepemilikan kapal (grosse dkte) dan/atau perubahannya
yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dengan menunjukan
aslinya:

c. Fotokopi KTP pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan yang telah
disahkan oleh pejabat yang berwenang,sesuai dengan grosse akte,
dengan menunjukan aslinya,

d. Fotokopi hasil pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan kapal ikan
dan/atau kapal pengangkut ikan terakhir dalam tidak terdapat
perubahan terhadap fungsi,spesifikasi teknis kapal dan/atau alat
penangkapan ikan,

e. Surat pernyataan tertulis dari pemohon yang menyatakan bertanggung
jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

op

BAB V
PENERBITAN BUKU KAPAL PERIKANAN

Pasal 5

Kepala Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak menerima
permohonan pendaftaran Kapal secara lengkap, telah menerbitkan buku kapal
perikanan.

Pasal 6

(1) Kepala Dinas paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima

permohonan pendaftaran kapal perikanan, menerbitkan surat
pemberitahuan kepada pemohon apabila permohonannya ditolak.

(2) Dalam hal permohonan pendaftaran kapal perikanan ditolak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat Mengajukan keberatan paling lama
7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat penolakan
yang dibuktikan dengan tanda terima.

(3) Paling lama 30 (tiga puluh) hari Kerja terhitung sejak menerima

permohonan Keberatan, Bupati melalui Kepala Dinas memberi jawaban
secara tertulis mengenai dikabulkan atau ditolaknya permohonan keberatan
dimaksud dengan desertai alasan.



4

(4) Dalam hal permohonan keberatan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Kepala Dinas menerbitkan buku Kapal perikanan paling lama 60
(enam puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan dikabulkan.

Pasal 7

(1) Buku Kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 paling kurang
memuat informasi:

Nama kapal:
Nomor register,
Tempat pembangunan kapal,
Tipe kapal,
Jenis alat tangkap,
Tonnage,
Panjang kapal,
Lebar kapal,
Kekuatan mesin,
Foto kapal,
Nama dan alamat pemilik,

1. Nama pemilik sebelumnya, dan
m. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam buku kapal perikanan.

m
r
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(2) Buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam
rangkap 2 (dua), asli diberikan kepada pemilik kapal dan salinannya
disimpan oleh kepala Dinas

(3) Buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama
kapal dipergunakan sebagai kapal perikanan.

(4) Bentuk dan format buku kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati
ini.

Pasal 8

Buku Kapal Perikanan diterbitkan dengan Sampul Warna Kuning

Pasal 9

(1) Dalam rangka pendaftaran kapal perikanan dilakukan pemeriksaan Fisik
kapal Penangkapan Ikan dan/atau kapal pengangkut ikan.

(2) Pemeriksaan fisik kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap Kapal perikanan yang belum mempunyai SIPI dan /atau SIKPI.

etentuan lebih lanjut tentang petunjuk teknis pemeriksaan Tisl3) K lebih lanj juk tekni ik fisik kapal
penangkap ikan, alat penangkapan ikan dan/ atau kapal pengangkut ikan
ditetapkan oleh kepala Dinas.

Pasal 10

Kapal Perikanan yang telah terdaftar diberi nomor urut pendaftaran dan dicatat
dalam Buku Induk Kapal Perikanan yang diselenggarakan oleh Dinas.

BAB VI
PERUBAHAN, PENGGANTIAN, DAN/ATAU PENGHAPUSAN

BUKU KAPAL PERIKANAN
Pasal 11

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang telah memiliki buku kapal
perikanan dapat mengajukan permohonan perubahan,penggantian,dan/atau
penghapusan buku kapal perikanan.



Pasal 12

(1) Permohoanan Perubahan buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 dilakukan apabila terdapat perubahan,yang meliputi:
a. Perubahan identitas pemilik kapal,
b. Perubahan identitas Kapal Perikanan,
c. Perubahan tanda Pengenal kapal Perikanan.

(2) Perubahan buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan
memuat alasan perubahan serta melampirkan buku kapal perikanan yang
akan diubah.

Pasal 13

(1) Dalam hal Kapal Perikanan yang telah terdaftar dalam buku kapal
perikanan yang dikeluarkan oleh kabupaten/kota dan akan melakukan
perpindahan ke provinsi wajib melakukan pendaftaran ke provinsi dengan
melampirkan surat keterangan dari tempat pendaftaran/Registrasi kapal
perikanan yang lama.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa
penggantian buku kapal perikanan dan diberi tanda berupa keterangan
dengan stempel.

Pasal 14

(1) Penggantian buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12

dapat dilakukan apabila buku kapal perikanan hilang atau rusak.

(2) Penggantian buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada kepala Dinas,dengan
melampirkan:
a. Surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal buku Kapal Perikanan
hilang, atau

b. Buku Kapal! Perikanan yang rusak.

Pasal 15

Apabila Kapal perikanan berganti bendera, tenggelam, hilang, rusak, dan/atau
tidak dioperasikan lagi sebagai kapal perikanan, maka pemilik
kapal/penanggung jawab perusahaan wajib melaporkan dan mengembalikan
buku Induk Kapal Perikanan.

BAB VII
KEWAJIBAN PEMEGANG BUKU KAPAL PERIKANAN

Pasal 16

Pemegang buku kapal perikanan berkewajiban:
a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam buku kapal perikanan,
b. Mengajukan permohonan perubahan buku kapal perikanan kepada pemberi
izin dalam hal akan melakukan perubahan identitas pemilik kapal perikanan
dan kapal Perikanan,

c. Mengajukan permohonan penggantian buku kapal perikanan dalam hal buku
kapal perikanan hilang atau rusak, dan

d. Mengajukan permohonan penghapusan buku kapal perikanan dalam hal

kapal perikanan berganti bendera, tenggelam, hilang, rusak, dan/atau tidak

dioperasikan lagi sebagai kapal perikanan.



BAB VIII
PENANDAAN KAPAL PERIKANAN

Pasal 17

(1) Kapal perikanan yang telah dilengkapi dengan buku kapal perikanan dan
SIPI/SIKPI diberi tanda pengenal kapal perikanan.

"

(2) Tanda pengenal kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:
a. Tanda selar,
b.Tanda daerah penangkapan ikan,
c. Tanda jalur penangkapan ikan, dan/atau
d. Tanda alat penangkapan ikan.

(3) Pemberian tanda selar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
ditetapkan berdasarkan GT, angka yang menunjukkan besarnya tonnage
kotor, nomor surat ukur, dan kode pengukuran dari pelabuhan yang
menerbitkan surat ukur.

(4) Pemberian tanda daerah penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf'b ditetapkan berdasarkan wilayah pengelolaan perikanan
Negara Republik Indonesia.

(5) Pemberian tanda jalur penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c ditetapkan berdasarkan kewenangan pengelolaan perikanan
wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

(6) Pemberian tanda alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf d ditetapkan berdasarkan kodefikasi jenis alat tangkap ikan.

Pasal 18

(1) Tanda Pengenal kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18

ayat (1): .
a. Dibuat dan dipasang pada bagian atas sisi kiri kanan lambung haluan
kapal dibawah nama kapal:

b. Dicat warna dasar hitam dengan ukuran panjang sekurang-kurangnya
150 (seratus lima puluh) centimeter dan lebar 40 (empat puluh)
centimeter,

c. Penulisan notasi huruf kapitak/angka dengan warna putih dengan paling
kurang ukuran tinggi huruf/angka 25 (dua puluh lima) centimeter jika
lebih dari dua puluh karakter.

(2) Pembuatan dan pemasangan tanda pengenal kapal perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik kapal sesuai ketentuan yang
berlaku paling lama sebelum kapal melakukan kegiatan penangkapan ikan
dan/atau pengangkutan ikan.

Pasal 19

Spesifikasi, kodefikasi, dan tata cara penulisan tanda pengenal kapal perikanan
sebagaimana dimaksud dalam, pasal 18 dan pasal 19 ditetapkan lebih lanjut
oleh kepala Dinas.

BAB IX
SANKSI
Pasal 20

(1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan
sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bupati ini dikenakan sanksi
administratif.



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
peringatan tertulis, pembekuan, atau pencabutan Buku Kapal Perikanan.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
tahapan:
a. Diberikan peringatan tertulis sebanyak3 (tiga) kali berturut-turut,masing-
masing dalam tenggang waktu 1(satu) bulan oleh kepala Dinas kepada
yang melakukan pelanggaran:

b. Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak
dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan buku kapal perikanan
tersebut selama 1 (satu)bulan,

c. Apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak
diindahkan, selanjutnya dilakukan pencabutan buku kapal perikanan.

3

Pencabutan buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf c dilakukan apabila:
a. Kapal perikanan berganti bendera, tenggelam, hilang rusak, dan/atau
tidak dioperasikan lagi sebagai kapal perikanan,

b. Kapal perikanan terbukti digunakan dalam tindakan
criminal/pelanggaran,

c. Orang atau badan hukum yang bersangkutan mengunakan dokumen
palsu,

d. Orang atau badan hukum yang bersangkutan melakukan perubahan.data
tanpa persetujuan tertulis kepala Dinas

e. Orang atau badan hukum yang bersangkutan menyampaikan data yang
berbeda dengan fakta dilapangan,

f. Orang atau badan hukum yang bersangkutan tidak melaksanakan
penandaan kapal perikanan dan ketentuan lain yang tercantum dalam
buku kapal perikanan, dan/atau

g. Orang atau badan hukum yang bersangkutan terbukti
memindahtangankan buku kapal perikanan tanpa seizin kepala Dinas.

BAB X
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendaftaran dan penandaan kapal
perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan sesuai peraturan perundang-
undangan.
Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan system pemantauan, pengendalian dan pemeriksaan
lapangan terhadap tonase kapal yang akan dioperasionalkan serta dokumen

kapal perikanan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pendaftaran dan penandaan kapal perikanan terhadap kapal perikanan
yang telah memiliki SIPI/SIKPI dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun

sejak peraturan Bupati ini diundangkan.
Pendaftaran dan Penandaan kapal Perikanan terhadap Kapal perikanan
yang memiliki SIPI/SIKPI dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak
peraturan Bupati ini diundangkan.



Pasal 23

(1) Pencetakan buku kapal perikanan dilaksanakan oleh Dinas sesuai
kewenangannya dengan mengacu pada ketentuan peraturan Bupati ini.

(2) Kepala Dinas sesuai kewenangannya wajib melaporkan realisasi pendaftaran
kapal perikanan kepada Bupati setiap 1(satu) tahun.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal $ Java 2014

1

LIR,

AN— AS MAAMUN

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 5 Janvari 2014

ARIS DAERAH
ROKAN HILIR

EILEW
On IR FIRDAUS

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2014 NOMOR 3



LA
M
PI
RA

N
PE

RA
TU

RA
N
BU

PA
TI

RO
KA

N
H
IL
IR

N
O
M
O
R

8
TA

H
U
N

20
14

TE
N
TA

N
G

PE
N
D
AF
TA

RA
N
D
AN

PE
N
AN

D
AA

N
KA

PA
L
PE

RI
KA

N
AN

BE
N
TU

K
D
AN

FO
RM

AT
BU

KU
KA

PA
L
PE

RI
KA

N
AN

Ku
lit

Lu
ar

Ku
lit

D
al
am

|

t
H

&

ts

$

t

4

Fi

i
4

RE
PU

BL
IK

IN
D
O
N
ES
IA

BU
KU

KA
PA

L
PE

RI
KA

N
AN

(B
KP

)

$
KA

BU
PA

TE
N
RO

KA
N
H
IL
IR

,

(-
KU

N

KE
TE
RA

N
G
AN

.
La
nd

as
an

hu
ku
m

pe
ne

rb
ita

n
BK

P
ad

al
ah

U
nd

an
g-
un

da
ng

N
om

or
31

Ta
hu

n
20

04
te
nt
an

g
Pe

ri
ka
na

n
se
ba

ga
im

an
a

te
la
h

di
ub

ah
de

ng
an

U
nd

an
g-
U
nd

an
g

N
om

or
45

Ta
hu

n
20

09
.

.
BK

P
ad

al
ah

bu
ku

ya
ng

m
em

ua
t
m
fo
rm

as
i
ha

si
l
pe

nd
af
ta
ra
n

ka
pa

l
pe

ri
ka
na

n
ya
ng

be
ri
si

da
ta

ka
pa

lp
er
ik
an

an
da

n
id
en

tit
as

pe
m
ili
k
se
rt
a
pe

ru
ba

ha
n

—
pe

ru
ba

ha
n

ya
ng

te
rj
ad

it
er
ha

da
p
fis
ik

da
n
do

ku
m
en

ka
pa

lp
er
ik
an

an
.

.
Se
tia

p
pe

ru
ba

ha
n

do
ku
m
en

da
n/
at
au

fis
ik

ka
pa

l
ha

ru
s
di
la
po

rk
an

ke
pa

da
Bu

pa
ti

se
su
ai

ke
w
en

an
ga
nn

ya
un

tu
k
di
la
ks
an

ak
an

pe
m
er
ik
sa
an

fis
ik

ka
pa

l
pe

ri
ka
na

n
da

n
pe

ru
ba

ha
n
da

la
m
BK

P.

.
D
ila
ra
ng

m
er
ub

ah
da

ta
ya
ng

ad
a
di

da
la
m

Bu
ku

Ka
pa

t
Pe

ri
ka
na

n
in
i.

Pe
ru
ba

ha
n

at
as

da
ta

di
da

la
m

BK
P

in
i

ha
ny
a

da
pa

t
di
la
ku
ka
n

ol
eh

Bu
pa

ti
se
su
ai

ke
w
en

an
ga
nn

ya
be

rd
as
ar
ka
n
pr
os
ed

ur
ya
ng

di
te
ta
pk
an

.

.
Jik
a

BK
P

hi
la
ng

at
au

ru
sa
k,

ag
ar

se
ge
ra

m
el
ap

or
ke
pa

da
Bu

pa
ti

se
su
ai

ke
w
en

an
ga
nn

ya
.

.
BK

P
be

ri
si

18
ha

la
m
an

.

2

#

3 4. 5. 6.



Te
m
pa

tP
en

da
ft
ar
an

2.
Ta
nd

a
Pe

ng
en

al
Ka

pa
l

1.

Pe
ri
ka
na

n

«1

D
in
as

Pe
ri
ka
na

n
da

n
Ke

la
ut
an

10
.

11
.

12
.N

am
a
Ka

pa
l

N
am

a
Ka

pa
l

Se
be

lu
m
ny
a

Te
m
pa

t/
Ta
hu

n
Pe

m
ba

ng
un

an

Ba
ha

n
U
ta
m
a
Ka

pa
l

Ty
pe

/Je
ni
s
Ka

pa
l

Ta
nd

a
Pa

ng
gi
la
n

Ca
ll
Si
gn

Je
ni
s
Al
at

Pe
na

ng
ka
p
Ik
an

M
er
k
da

n
M
od

el
M
es
in

U
ta
m
a

D
ay
a
M
es
in
U
ta
m
a

N
o.

Se
ri
M
es
in

U
ta
ng

a

ID
EN

TI
TA

S
KA

PA
L
PE

RI
KA

N
AN

(N
or

TT
II
LI
IL
L)

Te
an

am
ns
ng

ne
ne

nb
s

er
a

—
2

F3
aa

Ka
se

se
rr
ap

at
a
aa

ya
nn

Ti
:
Pe

na
nf
fk
ap

en
du

ku
ng

O
pe

ra
si

Pe
na

hi
ka

id
ay
aa
n
Ik
an

PK
/D
K/
H
P)

.
Ju
m
la
h
da

n
Ka

pa
si
ta
s”
:

un
il,

(m
3

D
in
as

Pe
ri
ka
na

n
da

n
Ke

la
ut
an

3 4

43

An
. B

up
at
iR
ok
an

H
ili
r,

|
ag
ak

!
5

an
a

PA
"1

& 1
pa

n
AD

Pe
m

aa
Pn

|

Ku
3

3

9 13

1



ID
EN

TI
TA

S
PE

M
IL
IK
KA

PA
L
PE

RI
KA

N
AN

N
am

a
(P
er
us
ah

aa
n/

Pe
ro
ra
ng

an
)

Al
am

at
(P
er
us
ah

aa
n/

Pe
ro
ra
ng

an

N
am

a
Pe

na
ng

gu
ng

Ja
w
ab

Pe
ru
sa
ha

an
/

Pe
ro
ra
ng

an

Te
m
pa

v/
Ig
lL
ah

ir

N
o.
KT
P

N
am

a
Pe

m
ili
k
Ka

pa
l

Pe
ri
ka
na

Se
be

lu
m
ny
a

D
in
as

Pe
ri
ka
na

n
da

n
Ke

la
ut
an

FO
TO

KA
PA

L
PE

RI
KA

N
AN

TA
M
PA

K
SA

M
PI
N
G

D
im

en
si

U
ta
m
a
Ka

pa
l(
m
et
er
):

-
Pa

nj
an

g
(L
)

-
Le
ba

r
(B
)

-
D
al
am

(O
)

"
To
nn

as
e

-
G
T

- N
T

D
in
as

Pe
ri
ka
na

n
da

n
Ke

la
ut
an

1 2

33
ta

3

BE
—

—
—

Sa
ra
n

4 5
aa

H
as
fi
Pe

m
er
ik
sa

6

4
3



PE
RU

BA
H
AN

ID
EN

TI
TA

S
PE

M
IL
IK
KA

PA
L
PE

RI
KA

N
AN

N

Je
ni
s
Pe

ru
ba

ha
n

Ta
ng

ga
l

Ta
nd

a
Ta
ng

an

Pe
ng

es
ah

an
An

.B
up

at
iR

ok
an

H
ili
r (
Ca

p)

D
in
as

Pe
ri
ka
na

n
da

n
Ke

la
ut
an

PE
RU

BA
H
AN

ID
EN

TI
TA

S
PE

M
IL
IK

KA
PA

L
PE

RI
KA

N
AN

Je
m
s
Pe

ru
ba

ha
n

Ta
ng

ga
l

Ta
nd

a
Ta
ng

an

Pe
ng

es
ah

an
An

.B
up

at
iR
ok
an

H
ili
r (
Ca

p)

D
in
as

Pe
ri
ka
na

n
da

n
Ke

la
nt
an

N
o

N
o

Es 5

6
5



?
»

1
'

-

1

-
-

a.
..

an
.

(
PE

RU
BA

H
AN

ID
EN

TI
TA

S
PE

M
IL
IK
KA

PA
L
PE

RI
KA

N
AN

A

Ta
ng

ga
l

Ta
nd

a
Ta
ng

an
N
o

Je
ni
s
Pe

ru
ba

ha
n

Pe
ng

es
ah

an
An

.B
up

at
iR
ok
an

H
ili
r (
Ca

p)

D
in
as

Pe
ri
ka
na

n
da

n
Kg
lo
nt
an

(
PE

RU
BA

H
AN

ID
EN

TI
TA

S
PE

M
IL
IK
KA

PA
L
PE

RI
KA

N
AN

A

Ta
ng

ga
l

Ta
nd

a
Ta
ng

an
N
o

Je
ni
s
Pe

ru
ba

ha
n

Pe
ng

es
ah

an
An

.B
up

at
iR

ok
an

H
ili
r
(C
ap

)

D
in
i

“4 !
Li

ya
y 2)

N
D
in
as

Pe
ri
ka
na

n
da

n
Ke

la
nt
an

7



,
“

»
”

LJ
-

Y

2

-
-

an
“

(
PE

RU
BA

H
AN

EI
SI
K
/I
D
EN

TI
TA

S
KA

PA
L
PE

RI
KA

N
AN

A
.

Ta
ng

ga
l

Ta
nd

a
Ta
ng

an
N
o

Je
ni
s
Pe

ru
ba

ha
n

Pe
ng

es
ah

an
An

.B
up

at
iR
ok
an

H
ili
r
(C
ap

)

D
in
as

Pe
ri
ka
na

n
da

n
Ke

la
ut
an

(—
PE

RU
BA

H
AN

FI
SI
K /
ID
EN

TI
TA

S
KA

PA
L
PE

RI
KA

N
AN

A

Ta
ng

ga
l

Ta
nd

a
Ta
ng

an
Je
ni

ba
t

N
o

cn
is
Pe

ru
Pe

ng
es
ah

an
An

.B
up

at
iR

ok
an

H
ili
r
(C
ap

)

D
in
as

Pe
ri
ka
na

n
da

n
Ke

la
nt
an

9 KP
,

ta
3 36

yg

10



2

(—
PE

RU
BA

H
AN

EI
SI
K /
ID
EN

TI
TA

S
KA

PA
L
PE

RI
KA

N
AN

A

.
Ta
ng

ga
l

.
Ta
nd

a
Ta
ng

an
N
o

Je
ni
s
Pe

ru
ba

ha
n

Pe
ng

es
ah

an
An

Bu
pa

ti
Ro

ka
n
H
ili
r
(C
ap

)

D
in
as

Pe
ri
ka
na

n
da

n
Ke

la
ut
an

N
g

2)

PE
RU

BA
H
AN

FI
SI
K
/
ID
EN

TI
TA

S
KA

PA
L
PE

RI
KA

N
AN

Tx

Je
ni
s
Pe

ru
ba

ha
n

Ta
ng

ga
l

Ta
nd

a
Ta
ng

an

Pe
ng

es
ah

an
An

.B
up

at
iR

ok
an

H
ilt
r (
Ca

p)

D
in
as

Pe
ri
ka
na

n
da

n
Ke

la
nt
an

N
o

ks
se
x

4 xx K3

1)



PE
RU

BA
H
AN

TA
N
D
A
PE

N
G
EN

AL
KA

PA
L
PE

RI
KA

N
AN

N

N
Pe

ru
ba

ha
n
Ko

de
fik
as
i

Ta
ng

ga
l

Ta
nd

a
Ta
ng

an
o

Ta
nd

a
Pe

ng
en

al
Ka

pa
lP

er
ik
an

an
Pe

ng
es
ah

an
An

.B
up

at
iR

ok
an

H
ili
r (
Ca

p)

L
D
in
as
Pe

ri
ka
na

n
da

n
Ke

la
nt
an

13

(
PE

RU
BA

H
AN

TA
N
D
A
PE

N
G
EN

AL
KA

PA
L
PE

RI
KA

N
AN

N
o

Pe
ru
ba

ha
n
Ko

de
fik
as
i

Ta
ng

ga
l

Ta
nd

a
Ta
ng

an

Ta
nd

a
Pe

ng
en

al
Ka

pa
lP

er
ik
an

an
Pe

ng
es
ah

an
An

Bu
pa

ti
Ro

ka
n
H
ili
r (
Ca

p)

| 4 : $ a
a

$

D
in
as

Pe
ri
ka
na

n
da

n
Ke

la
nt
an

14

N
g

N
e”
,

ts
O
S



(
PE

RU
BA

H
AN

TA
N
D
A
PE

N
G
EN

AL
KA

PA
L
PE

RI
KA

N
AN

A

N
o

Pe
ru
ba

ha
n
Ko

de
fik
as
i

Ta
ng

ga
l

Ta
nd

a
Ta
ng

an
Ta
nd

a
Pe

ng
en

al
Ka

pa
lP

er
ik
an

an
Pe

ng
es
ah

an
An

.B
up

at
iR

ok
an

H
ili
r (
Ca

p)

D
in
as

Pe
ri
ka
na

n
da

n
Ke

la
ut
an

8)

r
PE

RU
BA

H
AN

TA
N
D
A
PE

N
G
EN

AL
KA

PA
L
PE

RI
KA

N
AN

,
Pe

ru
ba

ha
n
Ko

de
fik
as
i

Ta
nd

a
Pe

ng
en

al
Ka

pa
lP

er
ik
an

an
Pe

ng
es
ah

an
Ta
ng

ga
l

Ta
nd

a
Ta
ng

an
An

.B
up

at
i R
ok
an

H
ili
r
(C
ap

)

D
in
as

Pe
ri
ka
na

n
da

n
Ke

la
ut
an

1S

N
o

20

38
23

»

:



BU
PA

TI
RO

KA
N 2
js

sm
a AN
N
AS

M
AA

M
U
N

a.

PE
N
CA

BU
TA

N
BU

KU
KA

PA
L
PE

RI
KA

N
AN

A
Bu

ku
Ka

pa
lP

er
ik
an

an
da

pa
t
di
ca
bu

to
le
h
Bu

pa
ti
se
su
ai

de
ng

an
ke
w
en

an
ga
nn

ya
ap

ab
ila
:

Ka
pa

l
pe

ri
ka
na

n
be

rg
an

ti
be

nd
er
a,

te
ng

ge
la
m
,

hi
la
ng

,
ru
sa
k,

da
n/
at
au

tid
ak

di
op

er
as
ik
an

Ja
gi

se
ba

ga
ik
ap

al
pe

ri
ka
na

n.

Ka
pa

l
pe

ri
ka
na

n
te
rb
uk
ti

di
gu

ng
ka
n:

:
ik
ry

ka
pa

t
at
au

pi
ha

k
la
in

da
la
m
tin

da
ka
n
kr
im

in
al
/p
el
an

gg
g
Ti

5

O
ra
ng

at
au

ba
da

n
hu

ku
m
ya
ng

bg

O
ra
ng

at
au

ba
da

n
hu

ku
m
ft

ta
np

a
pe

rs
et
uj
ua

n
te
rt
ul
is
.

O
ra
ng

at
au

ba
da

n
hu

ku
m

ya
ng

be
ra
ng

an
id
ak

m
el
ak
sa
na

ka
n

pe
na

nd
aa
n

ka
pa

l
pe

ri
ka
na

n
da

n
ke
te
nt
ua

n
la
m

ya
ng

te
rc
an

tu
m

da
la
m

da
la
m

Bu
ku

Ka
pa

l
Pe

ri
ka
na

n.

O
ra
ng

at
au

ba
da

n
hu

ku
m

ya
ng

be
rs
an

gk
ut
an

te
rb
uk
ti

m
em

in
da

ht
an

ga
nk
an

Bu
ku

Ka
pa

lP
er
ik
an

an
ta
np

a
se
iz
in

Bu
pa

ti
se
su
ai
ke
w
en

an
ga
nn

ya
.

D
in
as

Pe
ri
ka
na

n
da

n
Ke

la
nt
an

18

(
PE

RU
BA

H
AN

TA
N
D
A
PE

N
G
EN

AL
KA

PA
L
PE

RI
KA

N
AN

A

N
o

Pe
ru
ba

ha
n
Ko

de
fik
as
i

Ta
ng

ga
l

Ta
nd

a
Ta
ng

an
Ta
nd

a
Pe

ng
en

al
Ka

pa
lP

er
ik
an

an
Pe

ng
es
ah

an
An

.B
op

at
iR

ok
an

H
ili
r (
Ca

p)

pa
m
i

!
3

|
i

10
|

G
i

E
i

1g
!

Bg
!

5
N
a.

(
D
in
as

Pe
ri
kg
na

n
da

n
Ke

la
ut
an

17

b.

1
do

ku
m
en

pa
ls
u.

c

la
ku
ka
n

pe
ru
ba

ha
n

da
ta

d
KE

ge
5

Se
p

O
ra
ng

ba
da

n
hu

ku
m

ut
da

ta
ya
ng

be
rb
ed

a
de

ng
an

fa
kt
a
di

la
pa

ng
an

£ &

2



Ka

BU
PA

TI
RO

KA
N

va
s

AS
M
AA

M
U
N

N
PE

N
CA

BU
TA

N
BU

KU
KA

PA
L
PE

RI
KA

N
AN

Bu
ku

Ka
pa

lP
er
ik
an

an
da

pa
t
di
ca
bu

to
le
h
Bu

pa
ti
se
su
ai

de
ng

an
ke
w
en

an
ga
nn

ya
ap

ab
ila
:

a
Ka

pa
l
pe

ri
ka
na

n
be

rg
an

ti
be

nd
er
a,

te
ng

ge
la
m
,

hi
la
ng

,
ru
sa
k,

da
n/
at
au

tid
ak

di
op

er
as
ik
an

la
gi

se
ba

ga
i k
ap

al
pe

ri
ka
na

n.

Ka
pa

l
pe

ri
ka
na

n
te
rb
uk
ti

di
gu

na
ka
n

N
A

H
AU

L
«7

ka
pa

l
at
au

pi
ha

k
la
in

G
EN

da
la
m

tin
da

ka
n
kr
im

in
al
/p
el
an

gb
ha

O
ra
ng

at
au

ba
da

n
hu

ku
m

ya
ng

3
do

ku
m
en

pa
ls
u.

-3
39

1
1,

Ja
ku
ka
n

pe
ru
ba

ha
n

da
ta

O
ra
ng

at
au

ba
da

n
hu

ku
m

Ig
in
ie

1

ta
np

a
pe

rs
et
uj
ua

n
te
rt
ul
is
.

O
ra
ng

at
au

ba
da

n
hu

ku
m

An
g

be

be
rb
ed

a
de

ng
an

fa
kt
a
di

la
pa

ng
an

.
gk
ut
an

#e
ny
am

pa
ik
an

da
ta

ya
ng

4

O
ra
ng

at
au

ba
da

n
hu

ku
m

ya
ng

b
r
Je
st
an

Fi
da

k
m
el
ak
sa
na

ka
n

pe
na

nd
aa
n

ka
pa

l
pe

ri
ka
na

n
da

n
ke
te
nt
ua

n
la
in

ya
ng

te
rc
an

tu
m

da
la
m

da
la
m

Bu
ku

Ka
pa

l
Pe

ri
ka
na

n.

O
ra
ng

at
au

ba
da

n
hu

ku
m

ya
ng

be
rs
an

gk
ut
an

te
rb
uk
ti

m
em

in
da

ht
an

ga
nk
an

Bu
ku

Ka
pa

lP
er
ik
an

an
ta
np

a
se
iz
in
Bu

pa
ti
se
su
ai
ke
w
en

an
ga
nn

ya
.

18
D
in
as

Pe
ri
ka
na

n
da

n
Ke

la
ut
an

(—
PE

RU
BA

H
AN

TA
N
D
A
PE

N
G
EN

AL
KA

PA
L
PE

RI
KA

N
AN

,
Pe

ru
ba

ha
n
Ko

de
fik
as
i

Ta
ng

ga
l

Ta
nd

a
Ta
ng

an
N
o

Ta
nd

a
Pe

ng
en

al
Ka

pa
lP
er
ik
an

an
Pe

ng
es
ah

an
An

.B
up

at
iR

ok
an

H
ili
r (
Ca

p)

b
33

j3 am
a 1

ad

Yk

Aa
W
SF

£ &

17
D
in
as

Pe
ri
ka
na

n
da

n
Ke

la
nt
an


